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PERATURMJ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 89 TAHUN 2011

TE TANG

PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUA GAN BINA EKO OMI PROGRAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK)

TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAl DE GAN
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGA RAHMAT TUHA YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVIN:::I DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2006, lelah diatur
mengenai penyelesaian permasalahan keuangan Program Pembcrday2an
Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2001 sampai dengan
Tahun Anggaran 2006;

b. bahwa dengan dibenakukannya Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi
Masyarakat Kelurahan, penyelesaian permasalahan keuangan Program
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebagaimana dlmilksud dalam
huruf a perl diperpanjang hingga tahun 2007 dan dalam penyelesalannya
juga harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dl
bidang penghapusan piutang negara/daerah;

c. bahwa berd 3sar~an pel1lmbangan seoagaimana oimaKsud dalam huruf a
dan huruf !:> serta untuk tertib administrasi keuangan, periL: menetapkan
Peraturar Gubernur ten tang Penyelesaian Permasalahan Keuangan Bina
Ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun
Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007;

Mengmgat : 1, Undang-Undang Nomar 1C Tahun 2004 ter.ta'1g PembentLkan P€~aturan

Perundang-undangan:

L. :.Jr'dang-'.Jrcang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pe:~lu'ntahan Daerah
sebagaimala telah beberapa k8!1 diubal tera~hlr dengan Undang-UnrlalG
Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undano-UnQ,lng Nomar 2f1 T<Jhu:l 2007 tentang Pe",er,ntal1<Jn ~'roVil-,1

Daerah Kh1l9U~ Ibukot9 J~kMla ~cbagai Ibukota Negara i<ocdli;:lr
Republlk Ir,7,on"sl<J;



L

4. Peraturan Pemerinlah Nomor 14 Tahun 2005 tenlang Tala Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

5. Peralu'an Pemerinlah omor 24 Tahun 2005 lenlang Standar Akunlansl
Pemennlar,3n;

6. Peraturan Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 lenlang ?engelolaan
Keuangan Daerah;

7. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 lenlang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana lelah diubah dengan Peraluran
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 lentang Pokok-pokok Penge~olaan

Keuangan Daerah:

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tenlang Organisasi Perangkal
Daerah;

10. Pera:uran Daerah Nomor 5 Tahun 2010 temang Lembaga Musyawarah
Kelura~an;

1 . Pera;uran Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tenlang Pelunjuk Pelaksanaan
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

omor '04 Ta'1un 2008;

12. Peral,lran Gubernur I\ornor 120 Tahun 2009 tentang Organisasl dan Tata
Kerja Badan Per1berdayaan Masyarakat dan Pererr.puan dan Keluarga
Beren~ana;

13. Peralcran Gubernur Nomor 84 Tanun 2010 temang Pengalihan Pengelolaan
Dana Bina Ekonomi Program Pemberdayaan asyarakal Ke urahan dan
Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan
Ekoncrr.i Masyarai<at Kelurahan;

14. Peraturan Gubemur Nomor 37 Tanun 2011 tertang Tata Cara ::>elaksanaan
Anggara~ Pendapalan aan Belan.a Daerah;

ME, UTUSKA',:

Menetapkan : PERATUR.AN GUBERNUR TENTANG PENYELESAIAN PERMASALAHAN
KEUANGAN BINA EKONOMI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN (PPMK) TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN
ANGGARA,N 2007.

BABI

KETENT JAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1, Daerah adalah Provinsi Daarah Kh~sus Ibukota Jakarta,

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perang~at Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah,

:3, Gubernur adalah Kepala Daersh Provinsl Daerah Khu5U5 Ibukola
Jakarta,



4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga
Berencana yang selanjutnya disingkat BPMP dan KB adalah Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD
adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah, Jan Perdagangan
yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan adalah
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah dan Perdagangan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

g. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
IDukota Jakarta.

10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
PrDvinsl Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Walikota adalah Waliko a Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

12. Bupati adalah Supali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Sendaharawan Umum Daerah
yang se'anjulnya disingkat PPKD dan BUD adalah Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan Bendaharawan Umum Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

14. Kantor Perencanaan Pembangunan Kota AdministrasVKabupaten Administrasi
adalah Kantor Perencanaan Pembangunan Kota AdrrinislrasilKabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu Provlnsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

15. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kola Administrasll
Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Administrasi yang selanju nya disebut Kantor PMP Kota
AdminlstrasilKantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi adalah Kantor
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Acministrasi/Kantor
Pemberdayaar, Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Administrasi Kepu!auan Seribu Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

16. Unit Pengelola Dana Sergulir Pemberdayaan Ekonoml Masyarakat Kelurahan
yang selanjutnya disingkat UPDS-PEMK adalah Unit Pengelola Dana
Bergulir Pemberdayaan Ekonoml Masyarakat Kelurahan Provlnsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

17. Suku D,nas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengan, dan Perdagangan
Kota AdrT'inisirasilKabupalen Adminls:rasi yang selanjutnya disebu: Sud in
Koperasl UMKM dan Perdagangan Kota AdministrasVKabupaten Admlnlstrasl
adalah SJk Dinas Koperasi, Usaha MlkrD, Keeil dan Menengah dan
Perdag~ngan Kola Adminlstrasi/Kabupaten AdminiBtraei Kepulauan SaribU
ProYin~i Da@rah KhuSU5 Ibuko'a J6korta,



18. Keluranan adalah Kelurahan di Provlnsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

19. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, yang mendapat tugas dan amanat mengelola dana Bina
Ekonoml PPMK.

21. Satuan Tugas Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas Kelurahan
adalah T.m di tingkat Kelurahan yang oibentuk berda';arkan Peraturan
GubernLr dan mempunyal tugas melakukan penyelesaian permasalahan
keuangan dana Bina Ekonomi PPMK Tahun 2001 samp<.li dengan Tahun
2007.

22. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya dlsingkat
PPMK adalah Suatu sistem dan pola proses perubahan yang dikehendaki
dan direncanakan secara konseptual untuk memberdayakan masyarakat
yang mercakup seluruh aspek kehicupan dan penghidupan masyarakat
baik fis,k maupun non fisik melalui lembaga kemasyarakatan yang ada di
Kelurahan, dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

23. Dana Bma Ekonomi PPMK adalah Dana yang bersumber darl Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan bagian dari dana
PPMK urtuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangKa pemberdayaan dan
pengembangan usaha perekonomian masyara~al.

24. Rekening Penampungan adalah ReKenlng pada Bank DKI atas nama
Satgas Kelurahan untuk menampung dana tunai hasil pengembalian dari
pengelolaan dana Bina Ekonomi PPMK.

25. Lembaga Keuangan Mikro Koperasi yang selanju nya disebut LKM
Koperasl adalah Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Kelurahan (KJK-PEMK) yang dibentuk oleh masyarakat
kelurahan setempat yang menjadi mitra UPDB PEMK dalam mengelola
dana bergJlir yang salah satu sumoer dananya berasal dari Dana Bina
Ekonoml PPMK.

26. Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah yang selanjutnya dlslngkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsl
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

27. Auditor Independen adalah Akuntan publlK yang aerakredltasi.

28. Tim ASlstensl aoalah Tim yang dlbentuk oleh Guber1Jr berdasarkan
Peratura~ Gubernur Nomor 121 Tahun 2C06.

29. Lembaga Musyawarah Kel rahan yang selanju nya dising~at LMK adalah
Lembaga iv1usyawarah Kelurahan di Pro'i1si Daerah Krusus loukota
Jakarta

30. Untt Pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan yang selanjJtnya
disingkat UPKMK adaiah Sebagal pengelola dana bergullr PPMK dan
moncQtol dano hiboh.



31. Tim Pela,sana Kegiatan Rukun Warga yang selanjL:nya disingkat TPK­
RW aaalan Organlsasi pelaksana keg,atan di :Ingkat R'N yang merr,punyai
kepedu!.an dan kemarrpuan melaksanakan pembangunan di tingkat RW.

32. Unit Pen"aduan MasyaraKat yang selanJutnya disebut DUMAS adalah
Wadah L~tuk menampung dan menrndaklanjuti pe~gaduan masyarakat
balk se~ara langsung maupun :icak langsung sen" mengoordirasikan
permas31 Ihan PPMK pada tingkat wilayah kerJa terkait.

BAB II

MAKSUD, TUJLJAN JAN SASARAf\

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur inl untuk dijadikan acuan dalam
penyelesaiar permasalahan keuangan PPMK seca'a lerkoordinasi, efektif,
efisien dao dapat dipertanggungjawa:>Kan kepada "1asyarakat dengan
tujuan untu, mercapal hasil yang optimal dan tenias.

Pasal3

Sasaran pen, elesalan permasalahan keuangan PP lK se:Jagalmana dimaksud
dalam Pasa 2, terdiri atas :

a. Masyarakal pemanfaat yang maslh mempunyai tunggakan dengan krileria :

1. enggan mengembalJ an; atau
2. usahanya bangkrut; atau
3. pindah alamat tanpa lapor; atau
4. mer nggal dunia.

b. Para pengelola yang menyalahgunakan dana aan/atau dana PPMK tidak
dapat dlpertanggungjawabkan, yang terdiri atas :

1. Dewan Keluranan;
2. Unl~ Pengelola Keuangan Masyarakat Ke. rallan ,UPKMK) dan
3. Tir' Pelaksana Kegiatan Rukun .;varga (TPK-RW).

c. Pega",ai Negerr Sipi; di Ke,urahar yang menyalangunaKan/meminjam
dana PP'vlK, namun belum ada penyelesaian.

BAB III

PRIf\SIP-PRINSIP PENYELESAIAN

Pasal4

Prinsip-prinslp dalam penyelesaian permasalahan keuangan PPMK sebagaimana
dimaksud :lalam Pasal 2, dilaku, an dengan cara sebagai ber:kut :

eo. obyektH, yoilu pe\ekSOnlaBn panyGIQoalon pormss:LIlahan kouangan

PPMK arus berdasarkan fakia dan alau bukti-bukti otentik yang
dikumoulkan sesuai C:Gngan ketentuan peraturan perundang-undangan:
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b. efektiv,:as, yaitu pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan
PPMK harus dilaksanakan dengar tepat sasaran, hemat tenaga. waktu
dan biaya;

c. transp8ran. yaitu pelaksanaan penyelesaian permasalahan keuangan
PPMK dilakukan berdasarkan mekanisme dan proseclur yang jelas dan
terbuka sehingga masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahUi
perkerrbangan tlndak lanjutnya;

d. akuntaJ Iitas. yaitu proses penyelesaian permasalahan keuangan PPMK
serta tircak lanjutnya harus dapal dipertanggungjawabkan Impada masyarakat
sesua jengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. koordwasi, yaitu pelaksanaan pe1yelesa an permasalahan keuangan
PPMK rlarus dilaksanakan melalui kerja sama yang inlenslf secara
berjenJang dengan TifT' Asistensi serta insta1S te'kait lainnya, agar
setlap "1asalah dapat diselesaikan sebagairlana rnes:inya.

BAB IV

TIM ASISTE SI

Pasal5

(1) Untuk pe yelesaian permasalahan keuangan PPMK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, dibentuk Tim ASlstensi/Satuan Tugas yang terdiri :

a. Tim Asistensi Tingkat Provinsi;
b. Tinr Asislensi Tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi;
c. Tinr Asistensi Tingkat Kecamalan; dan
d. Satuan Tugas Tingkat Kelurahan.

(2) Tugas Tim Asistensi/Satuan Tugas seoagaimana dlma~sud paca ayat (1)
adalah sebagai berikut :

a. Tim Asistensi Tingkat Provinsi melakukan .

1. scsialisasi kebijakan umum dan memantau serta memfasilitasi
mengenai tata cara penanganan penyelesaian permasalahan
keuangan PPMK Tahun An[;garan 2001 sampai dengan Tahun
Anggaran 2007 kepada Tim Asistensi Tingkat Kota Administrasi
dan Kabupaten Administrasi; dan

2. mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja -;- m Asistensi Tingkat
r<cta/Kabupaten Administrasi. Tim Asistensl Tingkat Kecamatan
can Satuan Tugas Tingkat Kelurahan.

b. Tim Asistensl Tlngkat Kota Adminlstrasi dan Kabupaten Administrasl
melakukan:

1. sosialisasi kebijakan operas'onal dan memant8J serla memfasilltasi
penanganan penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun
Anggaran 2001 sampai den~an Tahun A [;9ara,\ 2007 ~epada

Satuan Tugas Tlngkat Kelurahan; dan
2. menoeval as! dan melaporkan hasil ~erja Tim Asistensi Tinllkat

Ke~amatan dan Satuan Tugas Tingka: Keluranan,



c. Tim Asistensi Tingka Kecamatan melnkukan :

1. memantau, memfasllitasl dan mengoordinaslkan penanganan
penyelesaian permasalahan keuangan PPMK Tahun Anggaran
2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 kepada Satuan
Tugas Tingkat Kelurahan di wilayah Kecamatan; dan

2. menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

d. Sa uan Tugas Tingkat Kelurahan melakukan kegiatan penyelesaian
permasalahan keuangan PPMK Tah~n Anggarar 2001 sampai
dengan Tahun Anggaran 2007 se:a'a terpadu dan ter oordinasi
cer.gan unsur yang ter<ait guna Me~jamin penyelesaian secara
e'ektif, akuntabel, tertib can lancar, sehlngga rr.encapai sasaran yang
citentukan.

(3 Susunan keanggotaan Tim AsistensiJSatua~ Tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sesuai forrrat yang tercant~m dalam Lampiran I sampai
dengan Lampiran IV Peraturan Gubernur ,n .

(4, Pembentukan Tim Asistensi/Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat ,3) dengan Keputusan Kepala SKPO/UKPO ~'ada masing-maslng
tlngkatan.

BAB V

PROSECUR KERJA.

Bagian Kesatu

Penyelesaian

Pasal 6

Satuan Tugas Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf c dalam melaksanakan lugas menyeleseikan permasalahan keuangan
PPMK Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 dilakukan
dengan prosedur sebagai berikut :

a. membuat krilena masyarakat yang menunggak lerbagl atas

1. pemanfaat yang enggan mengembal:-;an; atau
2. pemanfaat yang usahanya bangkrut; atau
3. pemenfaat yang pindah alamal tanpa 'apor; a,au
4. pemanfaat yang meninggal dunia.

b. menyelesaikan penyalahgunaan dana aanlatau dana yang t dak dapat
dipeO:anggungjawabkan oleh pengelola (Jekel, UPKMK, TPK-RW);

c menyeles2ikan dana PPMK yang tidak dapat dinrtanggungjawabkan
oleh Pegawai Negen Sipil.

Pasa 7

Penyelesaian terhadap masyarakat yang menunggak dengan kri eria
pemanfaat yang enggan mengembalikan sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 6 "uruf a a gka 1 dilawkan dengan ke:entuan sebagai berikut :



a memanggil danfatau mendatangi tempat tinggal penunggak untuk
mengetahui ondisi sosial ekonomi peminjam yang bersangkutan
sekal;gus untuk mengklarifikasi mengenai kebenaran tunggakan dan
jumlah yang belum dikembalikan:

b. memproses tindakan yang dianggap perlu untuk pengembalian tunggakan
yang masih ada; dan

c. mengambil tindakan penyelesaian terhadap tunggakan yang ada sesuai
dengan kondisifkeadaan sosial ekonomi penunggak dengan cara :

1. jika masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tunggakannya
secara tunai, maka dibuatkan tanda terima dengan kuitansi yang
ditandatangani oleh Ketua Satgas Kelurahan dan diketahui oleh Lurah
setempat; atau

2. jika masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tunggakannya,
tetapi tidak secara tunai, maka peminjam wajib menyerahkan barang
yang dimilikinya senilai jumlah pinjaman yang tidak dilunasi, yang
diterima oleh Ketua Satgas Kelurahan dengan membuat berita acara
dan selanjutnya barang lersebut akan dikembalikan kepada pemilik
oleh Ketua Satgas Kelurahan, apabila penunggak telah melunasi
hurangnya; atau

3. jika masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tunggakannya.
letapi dengan cara mencicil, maka yang bers3ngkutan diwajibkan
membuat surat pernyataan yang diketahui suami atau is!ri di atas
meterai yang cukup dengan dikelahui oleh Ketua RT, Ketua RW,
Ketua Satgas Kelurahan dan Lurah setempat; atau

4. jika tidak mempunyai kencampuan lagi untuk mengembalikan turggakannya,
karena kondisilkeadaan sosial ekonomi tldak memungkinkan, maka yang
bersangkutan membuat sura! permohonan tidak mampu dan oleh
Ketuil RTf Kelua RW selanjutnya dilerbilkan sural keterangan tidak
mampu bagi yang bersangkutan dengan diketahui oleh Ketua Satgas
Kelurahan dan Lurah setempat, sehingga bagi yang bersangkulan
berubah dari k(teria pemanfaat yang enggan mengembalikan menjadi
<rHeria pemanfaal bangkrut; atau

5. terhadap langkah-Iangkah tindakan penyelesaian yang dilakukan
seoagaimana dimaksud pada huru e angka 1 sampai dengan angka 4
d :Jangkan dalam benluk dokumen dan,alau berita aeara.

Pasal8

Penyelesaian ierhaaap masyarakat yang menunggak dengan krileria
pemanfaat yang usaranya bangkrul sebagalmana dimaksud dalam Pasal 6
huru' a argka 2 dilaku<an dengan ke,entuan seoaga! berikut :

a memanggil dan/atau mendatangi tempat :rrggal penunggak untuk melihat
kand'si sosial ekonami dar sekaligus mengklarifikasi mengenai kebenaran
tunggakan dar jumlah yang masih be!um c <embaii:an;

b. merlprOSG3 tindakan yang dianggap :}erlu u11",k mengembalikan
tun\jgakan yang masih ada; dan



c. malakukan tindakan panyalesaian terhadap tunggakan yang ada sesuai
denga1 kondisi sosial ekonomi penunggak yaitu :

1. apabila masih mempunyiJi kemamp~lan untuk mengemballkan
tunggakannya. dangan membayar secara tunai, maka dibuatkan
tanda terima dengan kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Satgas
Kelurahan dan diketahui oleh Lurah setempa ; atau

2. apabila masih mempunyai kemampuan un uk mengembalikan
tunggakannya, tetapi tidak secara tunal, maka peminjam wajib
menyerahkan barang yang dimiiikinya senilai jumlah pinjaman yang
tidak dilunasi, kepada Ketua LMK dengan membuat berita acara dan
sela1jutnya barang tersebut akan dikembalikan kepada pemilik oleh
Ketua Satgas Kelurahan setelah penunggak melunasi hutangnya;
ata

3. apabila masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan
tu ggakannya, tetapi dengan cara mencicil, maka yang bersangkutan
berkewajiban membuat surat pernyataan yang diketahui suami atau
istn di atas meterai yang cukup dengan diketahui oleh Ketua RT,
KetJa RW, Kelua Satgas Kelurahan dan Lurah setempat; atau

4. apabila tidak mempunyai kemampuan lagi untL'k mengembalikan
tungga~annya dengan alasan disebabkan musibah banjir/kebakaran
dan/atau keadaan sosial ekonomi tioak memungkmkan lagi, maka
tindakan yang dilakukan oleh Satgas Kelurahan kepada yang
bersangkutan adalah dengan membuat surat keterangan tidak
mampu oleh Ketua RT/Ke:ua RW dan dike ahui oleh Ketua Satgas
Kelurahan dan Lurah setempat; atau

5. terhadap langkah-Iangkah tindakan penyelesaian yang dilakukan
sebagaimana dimaksud pada huruf c ang a 1 sampai dengan angka 4
diiuangkan dalam bentuk dokurlen dan/atau berita acara.

Pasal 9

Penyelesaian terhadap masyarakal yang menunggak dengan kriteria
pemanfaat yang pindah alamat tanpa lapor diri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a angka 3 (!'Ia~ukan dengan ketentuan sebagai berikut .

a. bila pemanfaaVpemmjam yang plndah alamat tanpa lapor diri, tetapi
masih diketahui alamat tempat tinggal yang baru dan/atau tidak diketahui
lagi alam2t tempa! linggalnya, naka Satgas Kelurahan mengambil
tindaKan sesuai dengan ketemuan peralur2n perundang-undangan; atau

b. lerhadap pemanfaaVpeminjam yang masih diketahUi tempat tinggalnya,
maka kepada ya 9 bersangkutan dipanggil dan/a:au didatangi untuk
melihat kondisi sosial ekonominy2, sekaligus mengf-Iarifikasi mengenai
kebenaran tunggakan dan jumlah pinjaman ya1g b;llum dikembalikan;
atau

c apab a ke entuan sebagaimana tersebut pada huruf b telal1 dilakukan
dan ternyata ya1g be-sangku~an masih mempunyai kemampuan untuk
mengembalikan pinjamannya, maka kepada yang bersangkutan dapat
diproses dengan kelenluan/prOS8dur sebaQai berikut .



1. apabila yang bersangkutan membayar secara tunai, ma a dibuatkan
tanda bukti penerimaan berupa kuitansi oleh Ketua Satgas Kelurahan
dan diketahui Lurah setempat; atau

2. apabila masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan tetapi
tioak secara tunai, maka kepada yang bersangkutan wajib menyerahkan
barang yang dimilikinya senilai jumlah pinjaman yang tidak dilunasi,
kepada Ketua Satgas Kelurahan dengan membuat berita acara dan
selanjutnya barang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan
apabila tunggakannya telah dilunasi; atau

3. apabila yang bersangkutan membayar dengan cara mencicil, maka
kepada yang bersangkutan telah terlebih dahulu dibuatkan surat
pernyataan yang diketahui suami a au istri di atas meterai yang
cukup oleh Ketua RT/Ketua RW, Ketua Satgas Kelurahan dan
diketahui oleh Lurah setempat (tempat domisili penunggak); atau

4. apabila tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengembalikan
sesuai dengan kondisi sosial ekonominya, maka kepada yang
bersangkutan diambil tindakan dengan cara dibuatkan surat Keterangan
tidak mampu oleh Ketua RT/Ketua RW diketahui Ketua Satgas
Kelurahan dan Lurah setempat; atau

5. apabila yang bersangkutan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya,
maka tindakan yang diambil adalah dengan memouat surat keterangan
dari Ketua RT/Ketua RW diketahui oleh Ketua Satgas Kelurahan dan
lurah setempat; atau

6. erhadap langkah-Iangkah tindakan penyelesaian yang dilakukan
sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sampai dengan angka 5
dituangkan dalam bentuk dokumen dan/atau berita acara.

Pasal 10

Penyelesaian terhadap masyarakat yang menunggak dengan kriteria pemanfaat
yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 4
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. memanggil dan/atau mendatangi ahli wars/keluarganya untuk melihat
kond;si sosial ekonominya sekalgus mengklarifikasi kemampuan untuk
mengembalikan tunggakan yang masih ada; atau

b. apab,la ketentuan sebagalmana tersebut pada huruf a sudah diketahui,
maka tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan/prosedur yang
berlaku adalah :

1. a~abila ahli warislkeluarga masih bersedia untuk membayar tunggakan
dengan cara membayar tunai, maka kepada ahli wans/keluarga
dibuatkan tanda bukti penerimaan berupa kuitansi oleh Ketua Satgas
Kelurahan dan diketahui oleh Lurah setempa;; otau

2 apabila ahli waris/keluarga masih -nempuny,;, kemampuan untuk
mengernbalikan tetapi tida< secara tunai, maka kepada ahli
waris/<8luarga wajib menyerahkan ba'ang yc:ng dimilikinya senilai
jumlah yang tidak dilunasi kepada Ketua Satgas Kelurahan dengan
I'lembuat berita acara dan selanjutnya barang tersebut akan
clik&mhRlikAn ~'u~f"'IIHitR ~flmiljl-< ~''H,~il~ hH",oo~ktllnnYR tnl'lh dih1n&i_i;
111'1



3. apabila ahll warls/keluarga bersedla mambayar tunggekan dengan
eara menelell, maka kepBdB Bhll Willl./keIUB'9B dlbuBtkBM .U'llt
pernyataan di atas meterai yang eukup oleh K,}tua RT/Ketua RW,
K@tua S:ttgas Kelurahan dEln dikF,tilhui Lurah selempatj atau

4. apabila ahli waris/keluarga tidak mempunyai kemampuan lagi untuk
membayar tunggakan almarhum, maka kepada ahli waris/keluarga
dlberikan surat keterangan tidak mampu oleh Ketua RT/Ketua RW
diketahui oleh Ketua Satgas Kelurahan dan Lurah setempat; atau

5. Terhadap langkah-Iangkah lindakan penyelesaian yang dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1 sampai dengan
angka 4 diluangkan dalam bentuk dokumen dan/atau berila aeara.

Pasal 11

Penyelesaian terhadap penyalahgunaan dana dan/atau dana yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola (Dekel, UPK-MK, TPK-RW).
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. memanggil dan melakukan klari'ikasi mengenai kebenaran dan jumlah
dana yang disalahgunakan dan/atau yang tidak dapat dipertanggung­
jawabkan; atau

b. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai prosedur yang berlaku
dengan tetap mengedepankan musyawarah; atau

e. erhadap p"nyelesaian penanganan sebagaimana:ersebul pada huruf b
dila ukan dengan eara sebagai berikut :

1. apabila yang bersangkutan membayar seeara tunai, maka kepada
yang bersangkutan dibuatkan tanda bukti penerimaan berupa
kJitansi yang dibuat oleh Lurah da di~etahui oleh Camat selempat;
atau

2. apabila yang bersangkutan membayar dengan cara meneieil, maka
jumlah cicilan disesuaikan dengan jumlah uang yang dipakai dengan
terlebih dahulu dibuatkan surat pernyataan bagi yang bersangkutan
can istri atau suami di atas meterai yang cukup oleh Lurah dan
ciketahui Camat setempat; atau

3. apabila ketentuan sebagairr,ana tersebut pada angka 1 dan angka 2
tldak berhasil dilakukan, maka diupayakan dengan menjual asel
jaminan barang pengelola senilai jumlah uang yang disalahgunakan/
tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan membuat sural kuasa
menjual di hadapanotaris d€!ngan rekomendEl"' Tim Satgas; atau

4. apabila upaya sebagaimana tersebut pada angka 3 tidak dapat
dlpenuhi oleh yang bersangkutan, maka Salgas Kelurahan selanJutnya
rneneruskan permasalahar dimaksud kepada Tim ASlstensi yang
ebih linggl secara berJenjang ur:uk diselesa:K3n' atau

5. apabila upaya sebagaima~a tersebLt pada angka 4 tidak dapat
dipenuhi olsh yang bersangkutan, maka Tim Asistensi Tlngkat
Pro'oir,si selanjutnya meneruskan permasabhan dimaksud kepada
pih3k yang berwajib dalam hal '11 apa'a! Kepolisian alau Kejaksaan.



,

6. terhadap langkah-Iangkah lindakan penyelesaian yang dilakukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c angka 1 sampai dengan
angka 5 dituangkan dalam be'1tuk dokumen dan/atau berita acara.

Pasal12

Penyelesaian terhadap dana PPMK yang lidak dapat dipertanggung­
Jawabkan oleh pegawai negeri sebagaimana dimaksud c!alam Pasal 6 huruf c
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. memanggil pegawai negeri yang bersangkutan untuk mengklarifikasi
kebenaran pinjaman dan besarannya; atau

b. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai hasil klarifikasi sebagai
berikut :

1. apabila benar dan bersedia membayar secara tunai, maka kepada
yang bersangkutan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi oleh
Ketua Satgas Kelurahan dan diketahui oleh Lurah dan Camat
setempat; atau

2. apabila benar dan bersedia membayar dengan eara meneieil setiap
bulan melalui pemotongan gaji, maka kepada yang bersangkutan
terlebih dahulu dibuatkan surat pernyataan yang diketahui oleh istri
atau suami di atas meterai yang eukup oleh Ketua Satgas Kelurahan
dan diketahui oleh Lurah dan Camat setempal; atau

3. apabila masih mempunyai kemampuan untuk mengembalikan, tetapi
tidak secara tunai, maka kepada yang bersangkutan wajib menyerahkan
barang yang dimilikinya semlai jumlah pinjaman yang tidak dilunasi,
kepada Ketua Satgas Kelurahan dengan membuat berita aeara dan
selanjutnya barang akan dikembalikan kepada pemilik apabila
tunggakannya telah dilunasi; atau

4. apabila upaya sebagaimana tersebut pada a'1gka 1, angka 2 dan
angka 3 tidak dipenuhi, maka selanjutnycl Satgas Kelurahan
melaporkan permasalahan dimaksud kepada Walikota/Bupati untuk
diambil tindakan sesuai dengan keten uan peraturan perundang­
undangan; atau

5. apabila berdasarkan hasil klarifikasi, ternyata pegav"ai negeri dimaksud
lidak terbukti meminjam dana PPMK, maka kepada yang bersangkutan
dibuatkan surat pernyataan di at3s meterai eukup oleh Ketua Satgas
Kelurahan dan diketahui Lurar setempat.

Pasal13

(1) Terhadap dana yang tidak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf e angka 4, Pasal 8 huruf e angka 4 Pasal 9 huruf e angka 4 dan
angka 5 serta pasal 10 huruf b angka 4, Satgas Kelurahan menyerahkan
laporan beserta berkas data secara lengkap kepada Kepala Kantor PMP
Kota AdministrasilKantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi selaku
penclnggung jawab Tim Asistensi Tmgka: Kota/Kabupaten Administrasi
untuk selanjutnya dilaporkan ke -<epala BP,,~P dan KB sela,u penanggung
ja"ab Tim Asistensi Tlngkat Previns .

(2) Dan" \id"k \ertallih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya
akan d:lakukan penyelesalannya sesua dengan katentuan P"ratur"n
Pan'erinlah Nomor 14 Tahun 2005 len;;]'1Q Tata Cam cnglliJpUSan
Piutang Negara/Deereh.



Bagian Kedua

Pengadministrasian

Pasal 14

Pengadm'~istrasian hasil penyelesaian permasalahan keuangan PPMK
Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana
d:maksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 dilakukan dengan eara
~ebagai berikut :

[1. apabila penunggak, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil dalam
menyelesaikan permasalahan keuangan PPMK dilakukan dengan
membayar tunai, maka oleh Salgas Kelurahan dieatat lerlebih dahulu
di dalam pembukua lnya dan se anjutnya uangnya disetor ke Rekening
penampungan di Ba lk DKI; atau

b. apabila penungga~, pengelola dan Pegawai Negeri Sipil dalam
menyelesaikan perMasalahan keuangan PPMK dilakukan dengan eara
menyerahkan barang senilai jumlah barang pinjaman yang tidak dilunasi,
maka Satgas melaporkan dan merekomendasikan kepada Tim Asistensi
tingkat Keeamatan, Kota Adminislrasi/Kabupaten Administrasi dan tingkat
Provinsi untuk menjual barang tersebut dan apabila dari hasil penjualan,
masl!' ada kelebihan dari jumlah hutangnya, maka kelebihan tersebut
harus dikembalikan kepada pemilik dan selanjutny" uang hasil penjualan
tersebut oleh Satgas Kelurahan disetor ke Rekening penampungan
di Bank DKI setelah lerlebih dahulu dieatat dalam pembukuan; atau

c. apabila penunggak. pengelola dan Pegawai Negeri Sipil yang dalam
menyelesalkan permasalahan keuangan PPMK dilakukan dengan eara
mencleil. maka kepada yang bersangkutan berkewajiban membuat surat
pernyataan. yang harus didokurnentasikan dan disimpan dengan tertib
dan aman oleh Ketua Satgas Kelurahan; alau

d. apabila penunggak, pengelola dan F'egawai Negeri Sipil lidak mampu
lagl unluk menyelesaikan hutangnya, maka seluruh dokumen yang
menjadi bukti-buktinya harus disimpan oleh Ketua Satgas Kelurahan
deng:>n tertib dan ama~ seb2gai dasar untuk penyelesalan melalui
Panitla Urusan Piutang Daerah; atau

e. apa'Jila penyelesalan pe-masalahan keuangan PPMK dari penunggak,
pergelola dan Pegawai Neger Sipil disampaikan kepaca pihak yang
berwajib, maka selama dalam proses penyelesaian permasalahan
tersebut harus diikuti oleh UAK dan Martan Ketua Dekel sampa ada
hasll penyelesaia'l secara tuntas.

Baglcn Keliga

Tlrda:~ Lanjut Te->"adap Dana Tidak Tertagih

P3sal 15

(1) Penyeles3ian terhadap dana yang tidak tertagih sebagaimana dimaksud
daam F,!sal 8 ayat (2) di:a~u'<an dengan '11err: e"luk Panitia Urusan
P:utang Daerah lerlebih dahulu.

(2) Pan.lia Urusan Piutang Daerah mellput peJabat pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah terkait yang ditetapkar. dengan KepLtusan Gubernur.



(3) Pejabat Satuan Kerja PeC8ng~at Daerah sebagalmana dimaksud pada
ayat (2) meliputi BPMP dan KB Inspektorat, Bappeda, BPKD, Biro
Huk~m dan Biro Perekonomian.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada
ayat 1) dikoordinasikan oeh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provl%i OKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(5) Dalarl melaksanakan tugasnya, Panitia sebagalmana dimaksud pada
ayat (2) dapat mengikutsertakan instansl terkail yang berkompeten
sesuei ketentuan peraturan perundang-unoengan.

Pasal 16

Terhadap permasalahan keuangar PPMK khususnya dana yang tidak
tertagih karena pemanfaat tidak mempunyal kemampuan lagi dan sudah
diselesaikan oleh Satgas Kelurahan. selanjLtnya diajukan kepada Gubernur
untuk dilTintakan persetujuan penghapusannya

BAB 1,'1

PELAPORAN

Pasal17

Pelaporan terhadap hasil penyelesaian masalah keuangan PPMK Tahun
Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara berjenjang dengan tahapan
sebagai berikut :

a. Satuan Tugas Tingkat Kelurahan melaporkan pelaksanaan lugas kepada
Tim Asistensi Tingkat Kecamatan setiap 1 (satu) bulan sekali pada awal
bulan berikutnya dengan mempergunakan foom LA sebagaimana tercanlum
pada Lampiran IV Peraturan Guoernur ini;

b. Tim Asistensi Tingkal Kecamatan melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada Tim Asistensi Tingkat Ko a Admiristrasi/Kabupaten Administrasl
c.q. Kepala Kantor PMP Kota Admlnistrasi/Kantor PMP dan KB Kabupaten
Adnnislrasi setiap 1 (saL) bulan sekali paca awal bulan ber kutnya dengan
melTpergunakan form L.3 sebagaimana lercantiJm pada Lampiran IV
Peraturan Gubernur ini;

c. Tim Asistensi Tingkat Kota Adminis rasiiKabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Asistensi Tingkat
Provinsi cq. Kepala BPMP dan -<B setiap - (satiJ) bulan sekaii pada awal
bulan berikutnya dengan mempergun3kan form L 2 sebagaimana tercantum
pada Lampiran IV Peraturan Gubernur ini' dan

d. Till Asis~ensi Tingkat Provinsl melaporkan plaksanaan tugasnya
kepada Gubernur melalui Sekre~aris Daerah setiar 1 (satu bulan sekall
paca awal bulan berikutnya dengan mempergunakan form L.1 sebagaimana
lercant~m pada Lampiran IV Peraturan G~Gernur Ini.



BAB VII

PENGENDlI III 'JA PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur in' dilakukan
seeara berjenjang yaitu :

a. tingkat Provinsi dilakukan oleh Wakil Gubernur;
b. i1rgkat Kota AdministrasVKabupate, Ad,...,inis:rasi oleh Wakll Walikotal

V, akil Supati; dan
e. tingkat Keeamatan oleh Wakil Camat dan tingkat Kelu'ahan oleh

1/, akil Lurah.

(2) Pen£3wasan terhadap kegiatan penyelesalan masalah keuargan PPMK
sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh aparat
pengawasan fungsional oengan mekanisrre sesuai ketentuan peraturan
Peru noang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untu pelaksanaan keglatan penyelesaian masalah
keuangan PPMK Tahun Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran
2007 dibebankan oalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBO)
melalui Jokumen Pelaksanaan A'ggara:l \JPA) Badan PefT1berdayaan
Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Bereneana Provinsi DKI Jakarta
dan mas ng-masing Kantor PMP Kota Adminls:rasi dan Kantor PMP dan KB
Kabupaten Administrasi.

SAB IX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berla~u maka:

a. Pecaturan Gubernur Nomar 121 Tahun 2J06 tentang Pe uhjuk Tek IS

Pelaksanaan Penyelesaian Permasalahan Keuangan Program Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2001 sampai dengan
Tahun Anggaran 2005; dan

b. Instruksl Gubernur Nornor 35 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan
Penyelesaian Permasalahan Keuangan Program Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan (PPMK) Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007;

dieabul dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 21

Peratura" Gubernur ini mulai berlaku ~ada tanggal diur.dangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, m,~merintahkan pengundangan Peraturan
Gc bernu' ini dengan peneonpatannya dalan Berita Daerah Provinsl Daerah
Kr.usus 'bJkota Jakarta.

Diteta~ an di Jakarta
pada tanggal 6 Ok tober 2011

GUBE~NUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU OTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakana
pada tanggal 1t C<tober- 201:

SEKRETARIS DAERAH DqOVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
\lIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBL.KOTA JAKARTA
TAHUN 2011NOtvlOR 93



Lampiran I Peraturan Gubernur Prevlnsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

89 TAHUN 2011
6 Oktober 2011

TIM ASIS-ENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGI<AM
PEMBEf'D,WAAN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2001

SMv':>AI DENGAN TAHI, N ANGGARAN 2007 TINGKAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAI<ARTA

Pengarah

Penanggung Jal'.3b

'1 Wekil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2 Sekrelaris Oaerah Provinsi elKI Jakarta
3 Para Asisten Sekda Previnsi DKI Jakarta
~ Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

DKI Jakarta
6 Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provins;

OKI Jakarta

: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakal dan Perempuan dan
Keluarga Bereneana Previnsi DKI Jakarta

Wakil Penanggurg Jawab : Kepala Bidang Tata Praia Inspektorat Prev nsi DK Jakarta

Ketua

Sekretaris

Anggeta

Sekretariat

: Kepala Bidang Bina Kemasyarakatan BPMP dan KB Provinsi
DKI Jakarta

: Kepala Subbidang Partisipasi Masyarakat BPMP dan KB Provlnsi
DKI Jakarta

: 1. Unsur Badan Perencanaan PembangJnan Daerah Previ~si

DKI Jakarta
2. Unsur Inspekterat Prevlnsi DKI Jakarta
3. Unsur Bire Kesejahteraan Sesial Setda Previnsi JKI Jakarta
4. Unsur Bire Hukum Setda Previnsi DKI Jakarta
5. Unsur Sadan Pengelola Keuangan Oaerah Provinsi OKI Jakarta
6. Unsur Biro Tata Pemerintahan Se da Provinsi DKI Jakarta

: 1. Unsur Badan Pemberdayaan Masyara·at dan Perempua~ dan
Keluarga Sereneana Provinsl DKI Ja a'ta

2. Unsur Inspekterat Prevlnsi DKI Jakarta
3. Unsur B,ro Perekonoman Selda Provirsl OK' Ja<arta
4. Unsur Badan Perencanaan Pemban,unan Daerah Previnsi

D'<I Jakar.a

GUBER UR PROVI~SI DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA,

/
ZIE



Lampiran II Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jaka1a

Nomor
Tanggal

89 TAHJN 2011
6 Oktober 2011

TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN PROGF~AM

PEMBERDAYMN MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2C01
SAMPAI DENGAN TAHU ANGGARAN 2007 TINGKAT

KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI

Pengarah 1. Walikola/Bupali
2. Sekretaris Kota/Kabupaten Administras;
3. Asisten Pemerintahan Sekko/Kabupaten Administrasi
4. Asisten Kesmas Sekko/Kabupaten Administrasi
5. Inspektur Pembantu Kola/Kabupalen Adminislrasl
6. Kepala Kanppeko Adminrslrasi/Kabupaten Administrasi

Penanggung Jawab Kepala Kantor PMP r<ota Administrasl/Kantor PMP dan KB
Kabupaten Administrasi

Wakil Penanggung Jawab Kepala Subbldang Aparatur dan Khusus Inspektorat Pembantu
Kota/Kabupaten Adm.nistrasi

Ketua . Kepala Subbidang Bina Kemasyarakatan Kantor PMP Kota
AdministrasilKantor PMP dan KB Kabupa en Adminlstrasi

Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor PMP Kota Administrasil
Kantor PMP dan KB Kabupa:en Adminlstras;

Anggola 1. Kepala Bagian Pemenntahan Setko/Selkab A~mlnistrasl

2. Kepala Bagran KeseJahleraan SOSial Setkolr<abupaten
Adminrstrasi

3. Kepala Baglan Hukum Selko/Setkab Admlnis Idsi
4. J<'spala Bagian Perekonol'1ian Setko/Setkab {"imlnistrasi
5. Unsur Inspektorat Pemba~tu Kota/Kabupaten Adminlstras'
6. Unsur Kantor PMP Kota Administrasi/Kantor PMP da~ KB

Kabupaten Administrasi
7 Unsur Kanppeko/Kabupaten Admin s:rasi

Sekretarlat 1. Unsur Kantor PMP Kota Administrasl/Kantor PMP dan ~8

Kabupaten Admln,strasl
2. Unsur Inspektorat PembantJ Kotar-<abupaten Administrasl
3 Unsur Bagian KeseJarteraan Sosial Ser"o/Setkab Adminis!rasi
4. Unsur Kanppekol'<abupa·.en Admir's:rasi

/

VINS DAERAH KHUSUS
Tr, ",';KAR A,

F,>" Z



Lamplran III : Peraturen OUbornur fl'"flJ .. lr1!:tt DaU'oll ~I\IJ.'-.

Ibukola Jakarla
NomoI ~~ TMi:~ ?OH

o Ok<t.b\JU'" 2011

TIM ASISTE'ISI P'::WELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGA PROGRA\I
PEMBERD/\YAA'J MASYARAKAT KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2001

SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007 TNGKAT KECAMATAN

Penanggung Jawab

Ketua

Sekrelaris

Anggota

: Camat

: Wakil Camat

Sekretaris Kecamatan

: 1. Kepala Seksi Pemenntahan
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyara<al
3. Pengendali Program Lapangan KB

GUBERNUR PROW..S uAERAH KHUSUS
!BU OTA JAKARTA,

/ a



ca'1"pi,an 'V : Peratu'an Gubernur Pro linsi Daerah Khusus
Ibukota Jakar.a

Nemer
Tangga

89 TAHU'i 2011
6 Oktobor 2011

SATUAN TUGl\S PENYELESA~ANPERMASALP,HA KELJA GP, PROGRAM
PEMBERDf,YAAN MASYARAKAT KELURAHAN TIl.HUN ANGGARAN 2001

SAM PAl :)::NGA'J TAHUN ANGGARAN 20C7 m,GKAT KELURAHAN

Penanggurg Jawao

KelLa Delaksana

Sekretaris

Anggola

Lurah

Wakil Lurai"'

Sekretaris Keluraha,

minimal 3 (tiga) maksimal 5 (lima) c-ang dapat terdiri dari
unsur erT'baga Musyawarah KelL-ahan (LMK). unsur
Mantan Dewan Kelurahan, unsur TP PKK Kelurahan,
unsur mantan UPKMK, unsur KJK-DEMK, Tokoh AgaMa
atau unsur lain sesuai dengan kebutJhan selerrpal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU OTA Jf.KARTA,



Lampiran V : Peraturan Gubernur Pro\"nai Dl!Jorah KhuQUQ

Ibu~ota Jakarta

Nomor 89 TAHUN 2011
Ta ggal 6 Oktobcr 2011

FORMAT PELAPORAN
TIM ASISTENSI PE',YELESAIAN PERMASALAHAN KEUA SAN PPMK
TAHUN ,", GGI'RAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGG-'-RAN 2007

•

FORM L.1

FORr..l L.2

FORM l.3

FORM L 4

LAPORAN TIM ASISTENSI PE"iYELESAI':'N PERMASALAHAN
KEUA GAN PPMK TAHUN A GGARA 2001 SAMPA! OENGAN
TAHUN ANGGARAN 2007 TINGKAT PROVINSI OKI JAKARTA,
BULAN.

LAPORA TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
KELANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAM PAl OENGAN

AHU r ANGGARAN 2007 TI'JGKAT KOTA AOMINISTRASII
KABUPATE AOMINISTRASI PROVINSI OKI
JAKARTA, OARI TANGGAL SD

LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIA PERMASALAHAN
KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN
TAHUN ANGGARA 2007 TINGKAT KECAMATAN . .
KOTA ADMINISTRASI/KABUPATE ADM \ STRASI
PROVINSI DKI JAKARTA, DARI TANGGAL
S.D.

LAPORAN TIM ASISTENSI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
KEUANGAN PPMK TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN
TAHUN A GGARAN 2007 TING~T KELUqAHAN ....
KOTA ADMINISTRASJlKABUPATEN AOMII\;ISTRASI .
PROVINSI OKI JAKARTA, OARI ~A GGAL
SO

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU OTA oAKARTA,



LAPORAN TIM ASISTENSI PCNYCLCSAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PPMlK
TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007

TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA BULAN .

IForn

Jumlah Cnra Pcnyclesai<J1l Masalah Keuanqnn PP'MK

Uang Tunai Mcncicil Sural Pcrnyalaan rldak
No Sasaran Tugas Pemanraal Jumlah Bafang Mamp'...Jl Kel

(Orang) (Rp) Jumlah
Jumlah Rp

(Unot) JlJrnlah
JurnliJh Rp'

Jumlah
Jurnbh RpOranq Orang Orang

I funggakan olch pemanraat dengan knteria :

1 Enggan Mengembalikan
2. USiJha oanykflll
3. Pindah Alamat Tanpa Lapor
4. Meninggal Dunia

II Manlan Pengelola yang menyalahguniJkonl
lidnk dJpa! mcmperlanggungjawobkan c1nna
PPMK

1. Manlan Oew()n Kelurahan
2. M~lIllan UPK·MK
3. TPK-RW

III Pe<Jclwai Negeri Sipil yany menyal;Jhgun<JkiJnl
memlnJam belum dlkembatikan

Jakarta,

KEPAI A HADAN PFMRfROAY.'IAN MASYARAJKAT ON'
PEREMPUAN, DAN KFLUARGA I3LKLNALANA

PROVINSI OKI JAKARTA,

(
NIP

...... )



IAPORAN TIM ASISTENSI PCNYCLCSAIAN PE::RMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PPMK
TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI OENGAN TAHUN ANGGARAN 2007
TINGKAT KOTA AOMINISTRASI/KABUPATEN AOMINISTRASI .

PROVINSI OKI JAKARTA TAIIUN DARI IANGGAL ....... S.D.....

IForn

Jumlah Cara Pellyeles~lanMas~lah KeuanQan PPMK

Uang Tunai Mencicil Sural Pernyolaan Tid.,k
No Sasaron Tugas Pemanf~at Jumtah B<:lrang Mamou Kcl

(O,ong) (Rp) Juml<lh
JL.:ml<,h Rp ;

(Unit) JlImbh
JUIllIah Rp Juml:Jh

.Jurllltlh RpOr<1nq Or;mq Orang
- --

I TUllggakan oleh pemanfaat dengDrl knlcria .

I l:.nggan Mengembahkan
2. Usaha Bangkrut
3, Pindah Alamal Tanpa Lapar
4 Meninggal Dunia

II Manatan Pengelola yang mcny<:llahgunak:ml
tidak dapat memperlctnggungjawabkan dana
PPMK

1 Manlan Dewan KcJulah.:ltl
2 Manlan UPK- MK
3 TPK·RW

III Pegaw31 Negeri Sipil yang menyalahgunakonl
merninJam bdum dikcmbalik.111

.

JJkat!:1,

MengetallUl/MenyeluJui ;
WALIKOTNBUPATI KAB. i\OM .

(
NIP

.. )

KIOPALA KPMP KOlA ADM/KPMP DAN KB KAB. ADM ..

( .
NIP



LAPORAN SAl UAN TUGAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PPMK
TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007

TINGKAT KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI
PROVINSI DKI JAKARTA DARI TANGGAL . S.D.

I Fom

Jumtah Cora PcnyelesLlian Masalah KeuanqLln PPMK

Uang Tuna; Mencicil Surat Pernyoloan Ttdnk.
No Sasoran Tugas Pemanfaal Jumlah Barang MamDu 1Cet

{Orang) (Rp) Jumlah
Jumloh Rp

(Un,!) Jurnlah ! '( ~-l.,h Rp JUinlah
Omnq Or.lnq • oJ .. " ' .• _

Or<Jnq JUlIllah RiP
--

I Tunggakan atch pernanraat dengan knleriLl .

1 Enggan Mengefllb~llikarl

2. Usoha 8nngkrut
3. Pindah Alamat Tanpa Lapor
4. Mcninggal Ouni;,

II Mantan Pengc10la yang mcnyolohgunokanf
lidak dapal memperlanggungjawabkan dana
PPMK

1. Mantan Dewan Kelurahdll
2. Monlan UPK·MK
3 TPK·RW

III Pegawat Negeri Sipil yang mcnyalahgunakanl
mcminjam belum dlkembalikan

~

Jakarta.

Mengctahul/Menyetujul.
CAMAT.

KEUA TIM ASISTENI TINGKAT KECAMATAN

( .......•..•..
NIP

. ) (
NIP

. )



LAPORAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEUANGAN BINA EKONOMI PPMK
TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2007

TINGKAT KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI
PROVINSI DKI JAKARTA DARt TANGGAL S.D .

I Form

I Jumlah Cara Penyelesoian Masalah Keuanqan PPMK

I ?tllionfaal
Uang Tunai Mencicil

Surat Pernyalaan Tidal<.
No Sasoran Tugas Jumlah Barang Mampu Kct- -

(Oroog) (Rp) Jurnlah Jumlah Rp
(Un;!) Jumlilil

Jurnloh Rp
JumJiJh Jllml,Jh Rp

OranQ OmnQ Oranq

I Tunggokan areh pern<Jnfaat dcngan krileria .

1 Enggan Mcngcmbalikan
2. Usaha Bnngkrut
3. Pindah Aloma! Tanpa Laper
4. Meninggal Dunia

11 Manlan Pcngelola yang menyalohgunakanl
tidok dopnt mempcrtangglJngjawabkan dnna
PPMK

1 Manliln Dewan Kelurahan
2 Montan UPK-MK
3. IPK·RW

III Pf'D<IWCli Negeri Sipil ynng mcnyalahgurlokanJ
meminjam belum dikembahkon

J~lk~Hla,

MengetahlJi/Menyetujui.
LURAH .

KETUA SATGAS KFLURAHAN ..

( .
NIP

.. ) ( .
NIP

. )


